
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIBIUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 36 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahim 2015 Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Angg£iran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2016; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahim 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) 

Selcda 

AsisteiT 

Kabag 
Hukum 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4 3 5 5 ) ; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahim 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4421) ; 
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahxm 2014 tentang Desa 
{Lembaran Negara Tahim 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5495); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) 
sebagaimana telah beberapa kal i diubah terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Ralq^at Daerah ( Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah 
beberapa kal i terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502 ) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ( Lembaran Negara 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5340) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4575) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4576 ) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010; 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4578 ) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4582 ) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahim 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 ) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tent£ing 
Pengelolaan Uang Negsira/Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4738) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4741) ; 

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai PoUtik ( Lembaran 
Negara Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5351 ), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5161); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standart Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5 2 1 9 ) ; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2012 
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 2015 ( Lembaran Negara Tahim 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5558 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ( 
Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694); 



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahim 2011 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahim 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 
DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau dan Ssmksi atas penyalahgunaan Alokasi 
Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 20/PMK.07/2009; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 
2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran 
dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik; 

3 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 
2012; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pen3rusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 ; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 
Pacitan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Nomor 1 Seri E Tahun 2007 ) sebagaimana telah 
diubah beberapa kal i terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 
( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 
Nomor 11); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor 27 Tahun 2006 ) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 31 ) ; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7 ) ; 



36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 
2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
pada PT Bank Perkreditan Ralqrat Jawa Timur ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 
Nomor 13 ) ; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 14) ; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 
Nomor 26 ) ; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 
Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor 27 Tahun 2007 ) sebagaimana telaih 
beberapakali diubah terakhir dengan Peratran Daerah 
Nomor 4 Tahim 2012( Lembaran Daerah Tahun 2012 
Nomor 4 ) ; 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28 ) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 ( 
Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5 ) ; 

4 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 
Tahun 2007 tentang Oi^anisasi Kecamatan dan 
Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 29 ) ; 

42. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Ussiha Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2008 Nomor 7 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 
2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2012 Nomor 8 ) ; 

43. Peraturan Daereih Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
pada PT Bank Jat im ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2010 Nomor 5 ) ; 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 
2010 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8 ) ; 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 
2010 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9 ) ; 



46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 
2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10 ) ; 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 
2010 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11 ) ; 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 
2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12 ) ; 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 
2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomor 13 ) ; 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 
2010 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14 ) ; 

5 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 
2010 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15 ) ; 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahim 
2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahim 2010 Nomor 16 ) ; 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 
2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir d i Tepi Jalan 
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2010 Nomor 19 ) ; 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 
2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomor 20 ) ; 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 
2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah 
Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2010 Nomor 21 ) ; 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 
2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 
Nomor 22 ) ; 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
( RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 
( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5) ; 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan 
Minuman ber Alkhohol ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2011 Nomor 8 ) ; 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 
Nomor 10) ; 



60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 -
2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 
2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2013 Nomor 10) ; 

6 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 
2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ( 
Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 18) ; 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19) ; 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 
2011 tentang Retribusi Terminal ( Lembaran Daerah 
Tahun 2011 Nomor 20 ) ; 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ( 
Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21) ; 

65. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 
2011 tentang Retribusi Izin Trayek ( Lembaran Daerah 
Tahun 2011 Nomor 22 ) ; 

66. Peraturan Daerah Kabuapten Pacitan Nomor 23 Tahun 
2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ( 
Lembaran Daerah Tahim 2011 Nomor 23 ) ; 

67. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan ( Lembaran Daerah Tahun 
2011 Nomor 23 ) ; 

68. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 
2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 
Nomor 25) ; 

69. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 
2011 tentang Izin Gangguan ( Lembaran Daerah Tahun 
2011 Nomor 26 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 
2015 ( Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1 ); 

70. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
(Lemabaran Daerah Tahun 2011 Nomor27); 

7 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahim 
2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ( Lembaran 
Daerah Tahun 2011 Nomor 28). 

72. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahxm 
2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran 
Daerah Tahun 2015 Nomor 4). 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sejumlah 
Rp. 1.552.504.886.146,00 dengan rincian sebagai berikut: 
1, Pendapatan 

a. Pendapatan AsU Daerah Rp. 109.873.267.804.00 
b. Dana Perimbangan Rp. 990.070.780.812,00 
c. Lain-Lain Pendapatan 

Daerah Yg sah Rp. 412.389.771.690.00 
Jumlah Pendapatan Rp. 1.512.333.820.306,00 

2. a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Hibah 

3) Belanja Bantuan Sosial 

4) Belanja Bagi Hasil Kepada 
Provinsi/Kabupaten/ 
Kota dan Pemerintah Desa 

Rp. 778.350.793.477,00 

Rp. 9.599.525.000,00 

Rp. 6.406.647.816,00 

Rp. 3.970.493.688,00 

5) Belanja Bantuan Keuangan 

Kepada Provinsi/Kabupaten/ 

Kota dan Pemerintah Desa 
Dan Partai Politik Rp. 239.475.583.816,00 

6) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.929.585.360.00 
Jumlah Belanja Tldak Langsung Rp 1.039.732.629.157,00 

Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 48.719.175.600,00 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 178.206.710.558,00 
3) Belanja Modal Rp. 282.896.370.831,00 
Jumlah Belanja Langsung Rp. 509.822.256.989.00 
Jumlah Belanja Rp 1.549.554.886.146,00 
Surplus/(Defislt) Rp. (37.221.065.840,00) 



3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 
Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 

Rp. 40.171.065.840,00 
Rp. 2.950.000.000.00 
Rp. 37.221.065.840,00 

Rp. 0,00 

Pasal2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Ini, 

Pasal3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 

Lampiran 11 Peraturan ini 

Pasal4 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 5 
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih 
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keqa Perangkat Daerah sesuai 
dengan ketentuan Perundang-undangan. 

Pasal6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan 
Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 3 - 12 - 2015 

r BUPATI PACITAN 

INDARTATO 
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3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 

Rp. 

Rp^ 

Rp. 

Rp. 

37.221.065.840,00 

40.171.065.840,00 
2.950.000.000.00 

0,00 

Pasal2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Ini. 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran II Peraturan ini 

Pasal4 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih 
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai 
dengan ketentuan Perundang-undangan. 

Pasal3 

Pasal5 

Pasal6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan 
Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 3 - 12 -2015 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 


